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ABSTRAK 

Aksi unjuk rasa atau demontrasi merupakan salah satu bentuk dalam 

menyampaikan aspirasi seseorang dan dilindungi hukum di Indonesia karena 

bagian dari Hak Asasi Manusia. Pada praktiknya banyak penyampaian pendapat 

yang dilakukan dengan aman, damai dan tertib karena sesuai dengan kewajiban 

hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, namun tidak jarang juga 

penyampaian pendapat tersebut berlangsung dengan tidak aman, damai dan tertib 

yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (korban aksi unjuk rasa) karena 

melanggar kewajiban hukumnya. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan pelaku 

perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian harus mengganti 

kerugian tersebut, tetapi dimungkinkan orang yang tidak melakukan perbuatan 

melawan hukum juga ikut bertanggung jawab sebagaimana Pasal 1367 

KUHPerdata. Penanggung jawab Aksi Unjuk Rasa pada Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka 

Umum juga harus bertanggung jawab karena perluasan doktrin vicarious liability 

dan lex specialist derogate legi generale dari KUHPerdata. 

 

Kata Kunci: Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa, Perbuatan Melawan 

Hukum, Tergugat 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

rahmat dan karuniaNya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian 

hukum dengan judul: Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Jawab Aksi Unjuk 

Rasa Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Massa Aksi Unjuk Rasa. 

Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program 

pendidikan sarjana pada fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan. 

 

Penelitian hukum ini pada dasarnya mengkaji tentang bagaimana hukum di 

Indonesia yang memberikan kepastian hukum dan wadah untuk masyarakat yang 

mengalami kerugian akibat adanya aksi unjuk rasa yang diselenggarakan. Aksi 

unjuk rasa sering sekali dilakukan oleh masyarakat untuk mengkritik seseorang atau 

khususnya Pemerintah, tetapi disetiap aksi unjuk rasa juga sering terjadi kericuhan 

yang akibatnya timbul kerugian kepada pihak-pihak yang tidak ikut ataupun masuk 

dalam penyelenggaraan aksi unjuk rasa tersebut. Selanjutnya korban yang 

menderita kerugian tidak paham akan jalur hukum untuk memintakan kerugiannya 

dan kepada pihak siapa dia harus menuntut kerugian itu. Merujuk kepada Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di 

Muka Umum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan 

Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Herzien inlandsch Reglement penulis akan mencari 

jalan keluar untuk menyelesaikannya. Dengan penelitian hukum ini, penulis 

berharap dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan bagi para 

pembaca dan juga sedikit membantu penyelesaian terkait permasalahan hukum 

yang dibahas. 

 

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Hal in mengingat berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan 



iii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pergaulan rakyat Indonesia selalu menekankan kepada prinsip kekeluargaan 

dan musyawarah yang juga tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang 

Nomor Negara Republik Indonesia 1945, sehingga setiap permasalahan yang 

timbul di Indonesia harus diselesaikan dengan musyawarah dan saling 

menghargai pendapat satu dengan yang lain. Pendapat-pendapat tersebut yang 

menjadi acuan bagi setiap masyarakat untuk mewujudkan keadilan karena 

tidak melihat dari satu sisi saja dalam mengambil keputusan. Pengambilan 

keputusan tidak hanya diterapkan pada permasalahan individu tetapi juga 

dalam menjalankan kegiatan kehidupan bernegara salah satunya bagi 

pemerintah.  

Dalam pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi negara maupun 

warganegara, pemerintah Indonesia harus mendengar aspirasi-aspirasi dari 

rakyat, hal tersebut dilakukan untuk mencerminkan Indonesia sebagai negara 

demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos yang berarti dari 

rakyat untuk rakyat, sehingga kegiatan yang ada di Indonesia terutama yang 

mempunyai hubungan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia berasal dari 

rakyat dan ditujukan untuk rakyat kembali.  

Sejalan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia, menyebabkan 

penyampaian pendapat yang bebas di muka umum demi menghargai setiap 

pendapat masyarakatnya yang belum tersampaikan, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

yang berbunyi sebagai berikut: 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar” 

Adanya prinsip kedaulatan di tangan rakyat menjadikan Indonesia dinyatakan 

sebagai negara rakyat sesuai dengan adagium “dari rakyat untuk rakyat dan 
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oleh rakyat”. Penyampaian pendapat di muka umum juga dijamin dan 

dilindungi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia salah satunnya adalah Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 

“(2) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat dimuka umum” 

Pasal 28E ayat (2) di atas mempunyai makna tersirat bahwa penyampaian 

pendapat di muka umum adalah bagian dari hak setiap orang atau bagian dari 

Hak Asasi Manusia. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai 

berikut: 

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk 

mogok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

Walaupun diberikan hak untuk menyampaikan pendapat di muka hukum, 

namun penyelenggaraanya harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 

Di Muka Umum. Pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat tercantum 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“(1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah setiap warga negara untuk 

menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan 

bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” 

 

Rumusan di atas menjelaskan bahwa warga negara Indonesia dapat 

menyampaikan pikirannya dalam bentuk lisan maupun tulisan namun harus 

bertanggung jawab sesuai hukum positif di Indonesia. Selanjutnya frasa 

“secara bebas dan bertanggung jawab” berarti setiap orang bebas untuk 

menyatakan pendapat serta bertanggung jawab sesuai perwujudan dari negara 

demokrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
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Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di 

Muka Umum yang menyatakan sebagai berikut: 

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan 

pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 

Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum terbagi menjadi beberapa 

bentuk, namun yang diakui dan disahkan oleh peraturan perundang-undangan, 

hanya yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: 

a. Unjuk rasa atau demonstrasi; 

b. Pawai; 

c. Rapat umum; dan atau 

d. Mimbar bebas.” 

 

Dari keempat bentuk penyampaian pendapat di atas yang sering dilakukan pada 

saat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum adalah unjuk 

rasa atau demonstrasi. Pengertian unjuk rasa atau demonstrasi tercantum dalam 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi sebagai berikut: 

“Unjuk rasa atau demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau 

lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya 

secara demonstratif di muka umum” 

Selanjutnya dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum terdapat 

kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yakni terdapat 

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan sebagai berikut: 

“Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk: 

a. Menghormati hak-hak orang lain; 

b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; 

c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang 

berlaku; 

d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan 

e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.” 
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Kewajiban-kewajiban yang ada pada Pasal 6 di atas hanya menegaskan 

idealnya proses penyampaian pendapat yang baik dan benar sesuai peraturan 

perundang-undangan. Sedangkan dalam praktiknya banyak kegiatan 

penyampaian pendapat dimuka umum yang tidak berjalan dengan aman, tertib 

dan damai, sehingga dapat dikatakan telah melanggar peraturan perundang-

undangan.  

Pelanggaran hukum dalam kegiatan unjuk rasa memang lebih sering 

berhubungan dengan tindak pidana dan diproses secara pidana, namun tidak 

menutup kemungkinan terjadi pelanggaran di bidang keperdataan karena 

terdapat salah satu massa aksi unjuk rasa atau lebih dari satu massa aksi unjuk 

rasa yang melanggar hak-hak keperdataan milik orang lain. Lebih lagi jika 

terjadi kerugian atas pelanggaran hak keperdataan tersebut dan siapa yang 

harus bertanggung jawab di pengadilan untuk mengganti kerugian itu? Dalam 

kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum terdapat penanggung jawab 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 huruf e Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 

yang berbunyi sebagai berikut: 

 “Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat: 

e. Penanggung jawab;” 

Frasa “penanggung jawab” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah orang yang bertanggung jawab, jika melihat dalam kegiatan aksi unjuk 

rasa maka penanggung jawab dalam Pasal 11 huruf e Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka 

Umum adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan aksi unjuk rasa. 

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan aksi unjuk rasa yang aman, tertib dan aman 

adalah tanggung jawab dari Penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi sebagai berikut: 
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“(1) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 

dan pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara 

aman, tertib dan damai” 

Rumusan pasal di atas secara umum dapat diartikan jika unjuk rasa tidak 

berjalan secara aman, tertib dan damai menjadi tanggung jawab penanggung 

jawab aksi unjuk rasa yang berarti jika terjadi pelanggaran hak orang lain dan 

adanya kerugian menjadi tanggung jawab penanggung jawab aksi unjuk rasa. 

Lalu bagaimana dengan unjuk rasa yang mewakili badan hukum seperti ormas, 

serikat pekerja, atau bahkan PT atau tempat kerjanya masing-masing, apakah 

masih dapat dikatakan jika penanggung jawab masih bertanggung jawab atas 

kegiatan tersebut, sedangkan mereka mengatasnamakan badan hukum atau 

organisasinya?  

Pengaturan mengenai perpindahan pertanggungjawaban secara luas di atur 

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menyatakan sebagai berikut: 

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan 

perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-

barang yang berada di bawah pengawasannya” 

 

Rumusan di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab 

atas kerugian yang dialami dirinya sendiri melainkan juga orang-orang di 

bawah pengawasannya. Pertanyaan disini apakah penanggung jawab yang 

mengatasnamakan badan hukum atau organisasinya bisa digugat dimuka 

pengadilan? Ataukah badan hukumnya yang harus bertanggung jawab dan 

menjadi pihak dimuka pengadilan? 

Menurut Sudikno Mertokusumo pengajuan tuntutan hak yang mengandung 

sengketa disebut gugatan1. Pengajuan gugatan tidak hanya sebatas permintaan 

ganti rugi namun juga harus tepat dalam menentukan pihak mana yang 

memang wajib atau harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam 

suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak 

 
1  Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Delapan, Yogyakarta, Liberty 

Yogyakarta, 2009, hlm., 53. 
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mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau 

hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.2  

Dari penjabaran di atas jelas setidaknya dalam gugatan harus terdapat 2 pihak 

yang bersengketa yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Penggugat adalah 

orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar sedangkan bagi yang ditarik ke 

muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa 

orang itu, disebut tergugat.3 Jika melihat kepada definisi tergugat dan 

menghubungkannya kepada pertanggungjawaban aksi unjuk rasa maka mereka 

yang melanggar hak seseorang, secara langsung berarti mereka yang 

melakukan pelanggaran hak orang lain tersebut. Padahal dalam aksi unjuk rasa 

pasti diikuti banyak orang yang mungkin saja tidak dapat diketahui secara pasti 

siapa yang melakukannya, sehingga sangat sulit untuk menentukan pihak yang 

menjadi tergugat di dalam persidangan. 

Selain itu, dalam hukum acara perdata terdapat eksepsi error in persona 

(kekeliruan mengenai orang) yaitu cacat formil yang timbul atas kekeliruan 

atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun ditarik sebagai 

tergugat, dikualifikasikan mengandung error in persona.4 Dengan adanya 

eksepsi error in persona maka penentuan akan siapa yang bertanggung jawab 

dan menjadi pihak dimuka persidangan harus dilakukan secara hati-hati, oleh 

karena itu Penulis bermaksud untuk membuat skripsi ini dengan judul: 

“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENANGGUNG JAWAB 

AKSI UNJUK RASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG 

DILAKUKAN MASSA AKSI UNJUK RASA” 

 

 

 

 
2  Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, 

Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm.,. 10. 
3  Ibid, hlm.,. 2. 
4   M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan 

Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.,. 111. 
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2. Rumusan Masalah 

 

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan 

sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah 

yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

 

1) Apakah korban yang menderita kerugian akibat penyelenggaraan aksi 

unjuk rasa dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan 

hukum? 

 

2) Apakah penanggung jawab aksi unjuk rasa dapat ditarik sebagai tergugat 

dalam gugatan apabila massa aksi unjuk rasa dianggap melakukan 

perbuatan melawan hukum? 

 

3. Tujuan Penelitian 

 

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban 

penanggung jawab aksi unjuk rasa, untuk tindakan yang dilakukan massa 

aksi berhubungan erat dengan prosedur hukum beracara di pengadilan 

khususnya hukum acara perdata. Proses beracara di pengadilan merupakan 

salah satu penyelesaian sengketa yang harus dilalui dengan menentukan 

pihak-pihak yang tepat untuk ditarik ke muka pengadilan. Maka melihat 

permasalahan itu penulisan ini bertujuan untuk: 

 

1. Mengetahui apakah aksi unjuk rasa yang tidak berjalan dengan aman, 

damai dan tertib sehingga menyebabkan kerugian terhadap pihak lain 

dapat digugat berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum. 
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2. Mengetahui apakah penanggung jawab aksi unjuk rasa harus selalu 

bertanggung jawab atau tidak atas kerugian terhadap pihak lain atas aksi 

unjuk rasa yang tidak berjalan dengan aman, damai dan tertib. 

 

3. Mengetahui siapa yang seharusnya menjadi pihak dalam gugatan yang 

diajukan ke pengadilan jika massa aksi unjuk rasa dinyatakan melakukan 

perbuatan melawan hukum 

 

4. Manfaat Penelitian 

 

4.1. Manfaat Teoritis 

1. Mengembangkan teori vicarious liability untuk perkuliahan dalam 

mata kuliah Hukum Perbuatan Melawan Hukum. 

 

2. Menjelaskan setiap perbedaan pihak-pihak dalam perkara perdata 

khususnya dalam segi pertanggungjawaban. 

 

4.2. Manfaat Praktis 

1. Memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan dan pengertian 

pertanggungjawaban penanggungjawab aksi unjuk rasa. 

 

2. Memberikan solusi bagi penyusunan gugatan terutama menentukan 

pihak-pihak yang harus ditarik dalam sengketa yang berhubungan 

dengan aksi unjuk rasa. 

 

3. Memberikan dasar perbaikan untuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 

1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka 

Umum; 
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5. Metode Penelitian 

 

5. 1.  Sifat Penelitian  

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif 

adalah penelitian yang terdiri atas satu variable atau lebih dari satu 

variable. Namun, variable tidak saling bersinggungan dan analisis data 

tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau 

konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk 

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau 

hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain5. 

Sedangkan analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variable yang 

bersinggungan6. Maka dapat diketahui deskriptif analistis yakni 2 variabel 

yang bersingungan maupun tidak, namun mempunyai masalah di 

dalamnya untuk menghubungkan kedua variable tersebut dan dalam 

penulisan ini terdapat permasalahan hukum yakni adanya ketidakjelasaan 

batasan dari penanggung jawab aksi unjuk rasa dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 

serta penerapannya di pengadilan umumnya terutama pada bidang perdata.  

 

5. 2.  Metode Penelitian  

Penulis menggunakan metode penelitian yakni yuridis normatif. Suatu 

analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode 

deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja 

penunjang.7 Selain itu penelitian yuridis normatif membahas doktrin-

doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.8 Hal tersebut dikarenakan dalam 

penulisan ini penulis akan menjawab rumusan masalah pada penulisan ini 

mengacu kepada hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin yang 

relevan. Dalam penulisan ini penelitian penulis termasuk ke dalam tipologi 

 
5 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm., 11 
6 Ibid, hlm., 12 
7 Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum., Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; PT Raja 

Grafindo Persada, 2013, hlm.,. 166. 
8 Prof. Dr. H. Zinuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Sinar Grafika, 2017, hlm.,. 24. 
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Penelitian asas-asas yakni vicarious liability, point d’interest point 

d’action, Penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yakni pada 

taraf vertikal akan melihat Undang-Undang seperti Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dengan peraturan 

di bawahnya yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat 

Di Muka Umum. Sedangkan pada taraf horizontal akan meneliti Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat Di Muka Umum dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 

5. 3.  Teknik Pengumpulan Data Dan Jenis Data Dan Teknis Analisis 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan 

jenis data dan teknik analisisnya kualitatif dikaitkan dengan: 

1) Sumber Hukum Primer: 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

c. Herzien Inlandsch Reglement 

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 

e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara 

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. 

2) Sumber Hukum Sekunder: 

a. Buku-buku di bidang hukum perdata khususnya perbuatan 

melawan hukum 

b. Buku-buku di bidang hukum acara perdata 

c. Jurnal-jurnal hukum penunjang penulisan skripsi 
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6. Rencana Sistematika Penulisan 

 

BAB I : Pendahuluan 

 

Bab pertama dalam penulisan ini akan membahas terkait 

pemicu-pemicu penulis mengambil topik ini seperti latar 

belakang pemilihan topik penulisan, permasalahan-

permasalahan yang muncul dari topik yang diambil, maksud 

dan tujuan dari penelitian, metode yang digunakan dalam 

penelitian, dan sistematika dari penulisan ini. Semua 

rangkaian bab pertama yang telah disebutkan sebelumnya 

akan menggambarkan hal-hal yang akan dijelaskan dan 

dibahas dalam penulisan ini, sehingga pembaca mengerti apa 

yang akan dibahas dan dijelaskan secara garis besar oleh 

penulis dalam penulisan ini. 

 

BAB II : Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia 

 

Dalam bab kedua penulis akan menjelaskan mengenai 

perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dinyatakan sebagai 

perbuatan melawan hukum dan syarat-syarat suatu perbuatan 

dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum 

dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan 

melawan hukum. Selain itu penulis juga akan menjelaskan 

mengenai penerapan doktrin vicarious liability yang 

tercantum dalam Pasal 1367 KUHPerdata. 

 

BAB III: Pihak-pihak yang Bertanggung jawab Berdasarkan 

Hukum Acara Perdata 
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 Bab Ketiga dalam penulisan ini akan membahas mengenai 

pihak-pihak yang biasanya dan harus ditarik untuk 

bertanggung jawab ketika terjadi kerugian terhadap korban 

atas tindakan perbuatan melawan hukum. Selain itu disini 

penulis juga akan membahas mengenai eksepsi-eksepsi yang 

mungkin dapat terjadi jika adanya kekeliruan dalam menarik 

pihak di muka persidangan. 

 

BAB IV: Analisis Pertanggungjawaban Penanggung Jawab Aksi 

Unjuk Rasa Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 

Berdasarkan Hukum Acara Perdata Di Indonesia 

 

Bab keempat penulisan ini akan membahas mengenai 

pertanggungjawaban penanggung jawab aksi unjuk rasa 

ketika aksi unjuk rasa dinyatakan telah melakukan perbuatan 

melawan hukum. Disini batasan-batasan dari penanggung 

jawab akan dibahas sebagai pihak tergugat maupun pihak 

turut tergugat.  

 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

 

 Bab kelima dalam penulisan ini akan menarik kesimpulan 

dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dalam 

bab sebelumnya dengan memberikan saran-saran yang 

diperlukan. 

 

 

 

 

 


